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Muhammad Abdullah, (2021):Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya 
Perceraian di Kelurahan Pasir Sialang 
Kecamatan Bangkinang Menurut Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41  
Penulisan ini di latar belakangi oleh fenomena yang penulis amati yaitu 
kurangnya rasa tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya setelah terjadinya 
perceraian. Tanggung jawab ayah yang berupa pemeliharaan anak baik dalam 
bentuk nafkah yang bersifat material, di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan 
Bangkinang sangat minim. Adapun permasalahan yang penulis rumuskan dalam 
penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pemeliharaan anak setelah 
perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang, faktor-faktor yang 
menjadi hambatan di dalam pemeliharaan anak setelah perceraian, dan bagaimana 
tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap pemeliharaan anak setelah 
perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan 
Bangkinang, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan tentang 
masalah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian di Kelurahan Pasir 
Sialang Kecamatan Bangkinang, untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 terhadap pemeliharaan anak di Kelurahan Pasir Sialang 
Kecamatan Bangkinang. 
Skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian ada 
di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. Lokasi ini di ambil karena 
banyak ayah yang sudah mulai mengabaikan tanggung jawab terhadap anaknya 
setelah terjadinya perceraian. Yang menjadi sabjek dalam penelitian ini adalah 
para orang tua yang telah bercerai, sedang yang menjadi objek dalam penelitian 
ini adalah kewajiban pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir 
Sialang Kecamatan Bangkinang. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 8 pasang 
suami isteri yang telah bercerai. Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena 
populasi tidak terlalu besar maka semuanya menjadi sampel. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengumpulan data 
penulis lakukan dengan wawancara dan observasi. Metode penelitian ini adalah 
deduktif, induktif, deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan 
anak setelah perceraian (tanggung jawab ayah terhadap anak) masih dikategorikan 
kurang. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa 
pelaksanaan aspek-aspek tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh 
ayah, banyak yang tidak dilaksanakan, baik dari segi nafkah, pendidikan dan 
pemeliharaan. Pelaksanaan pemeliharaan anak setelah perceraian menurut uu no. 
1 tahun 1974 dan di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang masih 
belum memenuhi kriteria (yang diharapkan oleh uu no. 1 tahun 1974). Hal ini 
cukup kontra dengan data-data yang diperoleh dari lapangan dimana hampir 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Islam merupakan agama yang universal yang mengatur dalam segala 
hal baik dalam masalah akidah, akhlak, muamalah, dan dalam permasalahan 
pernikahan. Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada 
semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-
tumbuhan.
1
 Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 
manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.
2
 Setiap 
perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan, selalu mengandung aspek 
ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan.
3
 
Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan 
berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa 
nikah adalah termasuk sunah para nabi, petunjuk para Rasul, yang mana 
mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.
4
 Dan setiap manusia 
yang hidup dimuka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu 
jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. 
                                                             
1 H.S.A. AL-Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, penerjemah Agus 
Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 1.  
2
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, penerjemah Mohammad Thalib, (Bandung: PT 
Alma‟arif), hal. 7.   
3
 Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: 
Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 4.  
4
 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, 





Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara 
seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak 
dan kewajiban antara keduanya.
5
 Nikah juga diartikan sebagai akad yang 
menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama 
lainnya.
6
 Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk 
memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati Faraj dan seluruh 
tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.
7
 
Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik 
menurut Hukum Agama maupun ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.
8
 Akad pernikahan yang terjadi, menimbulkan konsekuensi-
konsekuensi diantara laki-laki dan perempuan. Maka konsekuensi-
konsekuensi yang ada wajib untuk dilaksanakan dan hak suami istri wajib di 
tunaikan. Pelaksanaan kewajiban dan penunaian tanggung jawab oleh 
masing-masing suami istri merupakan suatu yang dapat mewujudkan 
kedamaian dan ketenangan jiwa. Dari sini akan tercipta kehidupan yang 




Dalam Agama Islam rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan 
manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari 
                                                             
5 Moh. Rifa‟i, Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hal. 453.  
6 Abu Bakar Jabir al-Jaza‟iri, Minhajul Muslim, penerjemah Musthofa „Aini, Amir 
Hamzah Fachrudin, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2018), hal. 748.  
7 Arisman, Dimensi Maqashid Al-Syari‟ah dalam Pernikahan, (Yogyakarta: Kalimedia, 
2019), hal. 142-143.  
8 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum 
Bisnis Islam di Indonesia, ( Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hal. 24.  
9
 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan  (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), ( 





sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Bila 
perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bibit 
kebencian antara keduanya sehingga tidak ada jalan lain, maka jalan terakhir 
yang harus mereka tempuh yaitu perceraian. Walaupun perceraian merupakan 
perbuatan yang sangat di benci dan di murkai Allah sebagaimana hadits 
Rasulullah SAW: 
ّللا عهّٛ ٔسهى لال: أَْبَغُض اْنَحاَلِل إِنَٗ ّللاِ  ٗعٍ ابٍ عًش أٌ سسٕل ّللاه صه
 ()سِٔ ابٕ دأد ٔانحاكى .انطهاَلق  
Artinya: Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 
perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (Riwayat 
Abu Daud dan Al-Hakam)
10
 
Hadits tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif 
terakhir yang dapat dilalui suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat 
dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. 
Perceraian dalam istilah fikih disebut “talak” yang berarti “membuka 
ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fikih juga sering 
disebut “furqah”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. 
Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fikih sebagai satu istilah 
yang berarti “perceraian suami isteri”.
11
 
Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, 
perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga 
terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam 
                                                             
10
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006), 
Cet. 2, hal. 103. 
11
 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, 





suatu keluarga yang tidak harmonis sebagai mana mestinya misalnya harus 
hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang 
ibu atau dengan seorang ayah saja.
12
 
Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh  
hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian 
menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa 
akibat hukum lebih lanjut dari perceraiannya,
13
 sebagaimana di atur dalam 
Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan 
bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 
bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 
Pengadilan memberi keputusan. 
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam 
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan 
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu 
                                                             
12
 Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih munakahat Kajian Fikih Lengkap, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2009), hal. 216. 
13
 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Pluralitas Hukum 
Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum 
Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 





kewajiban bagi bekas isteri.
14
 
Memperhatikan substansi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1947 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian 
mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami atau istri. 
Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memuat hal ini dalam pasal 
105 yang berbunyi: 
Dalam hal terjadinya perceraian: 
a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 
tahun adalah hak ibunya. 
b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyis diserahkan kepada anak 
itu untuk memilih diantaranya ayah atau ibunya sebagai pemegang 
hak pemeliharaannya. 
c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.15 
Begitu juga didalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 juga 
mengisyaratkan : 
نُ  ْٕ ًَ َعهَٗ اْن َٔ ْعُشِٔف............ ًَ ٍه بِاْن حُُٓ َٕ ِكْس َٔ ٍه   ِٕد نَُّ ِسْصلُُٓ
Artinya : …….Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian 





                                                             
14
 Kementrian Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, (Jakarta: 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2015), hal. 33.  
15
 Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), 
hal. 52-53.  
16





Dan dapat juga kita lihat di dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6 : 
إِ  َٔ ....... ٍَ ٌْ أَْسَضْع ٍه فَإِ هَُٓ ًْ ٍَ َح ٍه َحخٗه ََٚضْع ِٓ ْٛ َْفِمُٕا َعهَ َ ٍم فَؤ ًْ ٍه أََُٔلِث َح ٌْ ُك
........ ٍه ٍه أُُجَٕسُْ  نَُكْى فَآحُُْٕ
Artinya : ……Dan jika isteri yang di talak itu hamil, maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka 
melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka 




Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua 
orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah 
ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok 
anak.
18
 Bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas isteri dan 
anak-anaknya.
19
   
Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan prioritas utama kepada 
ibu untuk memegang Hadhanah sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. 
Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak 
Hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan 
apakah ia bersama ibu atau ayahnya. 
Meskipun hak asuh anak sampai 12 tahun ditetapkan ibunya, tetapi 
biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Di sini tampak sengketa 
pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. 
                                                             
17 Ibid., hal. 559.  
18
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 
hal. 235. 
19






Akan tetapi, pada sengketa Hadhanah, hubungan hukum antara anak dan 
orang tua tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum 
sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, 
misalnya ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan 
menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus 




Sedangkan di sisi lain di Kelurahan Pasir Sialang kebiasaan-
kebiasaan yang kurang baik dapat kita lihat, terutama di dalam  masalah 
perceraian. Apabila terjadi suatu perceraian antara suami dengan istri yang 
pada sebelumnya telah mempunyai anak, maka seorang bapak tidak merasa 
lagi berkewajiban untuk memberikan atau memenuhi hak dan kewajibannya 
terhadap istri dan anak yang ia tinggalkan. Karena menurutnya apabila terjadi 
perceraian maka anak yang ia tinggalkan itu merupakan tanggung jawab 
seorang istri baik dalam masalah pendidikannya, maupun pemeliharaannya. 
Sebagai contoh kasus perceraian  Irwansyah dengan Fina, Irwansyah tidak 
pernah memperdulikan anak-anak dan istrinya setelah terjadi perceraian, dia 
beranggapan bahwa  hubungan dengan isterinya sudah putus begitu juga 




Dengan demikian kenyataan yang kita lihat di Kelurahan Pasir 
Sialang Kecamatan Bangkinang masih banyak yang tidak mau tau dengan 
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kewajiban mereka terhadap anak-anak yang ia tinggalkan kepada isterinya 
sebagai mana yang dituntut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu 
apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak adalah tanggung jawab 
kedua orang tuanya, terutama kepada suami. 
Yang terjadi didalam masyarakat ini bapak melepaskan tanggung 
jawabnya terhadap anak-anak yang di tinggalkan setelah perceraian. Dari 
gejala diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menerangkan dalam karya 
ilmiah dengan judul “PEMELIHARAAN ANAK SETELAH 
TERJADINYA PERCERAIAN DI KELURAHAN PASIR 
SIALANG KECAMATAN BANGKINANG MENURUT 
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 41”.  
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang lebih valid, maka tulisan 
ini di fokuskan atas pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Kelurahan 
Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. Kemudian di tinjau menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang dapat 
penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan anak setelah perceraian di 





2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemeliharaan anak 
setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. 
3. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap 
pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang 
Kecamatan Bangkinang. 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeliharaan anak 
setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan 
Bangkinang. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan tentang 
masalah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian di 
Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. 
c. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pemeliharaan anak di Kelurahan 
Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang hukum 
perkawinan di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974. 
b. Untuk dapat menjadi bahan penelitian bagi pihak lain yang 





c. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumbangan 
pemikiran penulis, dan bahan informasi bagi pemerintah serta 
bagi penelitian lebih lanjut dikemudian hari. 
E. Metode Penelitian 
1.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini bersifat Field Research (penelitian lapangan) yang 
mengambil lokasi di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang 
Kabupaten Kampar. Pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat 
penelitian karena penulis melihat di desa ini terdapat masalah, yakni 
adanya kasus mantan suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap 
pemeliharaan anak setelah perceraian. 
2. Sabjek dan Objek Penelitian 
Yang menjadi sabjek dalam penelitian ini adalah para orang tua 
(ibu dan ayah) yang telah bercerai sedang yang menjadi objek dalam 
penelitian ini adalah kewajiban pemeliharaan anak yang ditinggal cerai 
salah seorang dari orang tuanya di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan 
Bangkinang. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah para orang tua (ibu dan ayah) 
yang bercerai di Kelurahan Pasir Sialang. Yang berjumlah 8 pasang, 







4. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah dua sumber yaitu data 
primer dan data sekunder: 
a. Data primer yaitu: data yang diperoleh dari orang tua yang bercerai. 
b. Data sekunder yaitu: data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan 
dengan penelitian dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, 
yang berada di Kelurahan Pasir Sialang. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode 
sebagai berikut: 
a. Wawancara: yaitu penulis mengadakan wawancara langsung dengan 
responden mengenai permasalahan yang diteliti. 
b. Observasi: yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 
pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang. 
6. Analisa Data 
Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya data-data 
kualitatif tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan 
persamaan jenis yang telah ditentukan, kemudian diuraikan sehingga 
diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti. 
7. Metode Penelitian 
Setelah penulis memperoleh data-data maka penulis akan 





a. Metode Deduktif yaitu menggunakan kaidah-kaidah umum lalu diambil 
kesimpulan secara khusus. 
b. Metode Induktif yaitu mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang 
berkaitan dengan penelitian ini kemudian data tersebut disimpulkan 
secara umum. 
c. Metode Deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan 
sabjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membagi 
penelitian kepada beberapa bab yaitu: 
BAB I adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian, sistematika penulisan. 
BAB II adalah Gambaran umum lokasi penelitian yakni Kelurahan 
Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. Meliputi letak geografis dan 
demografis, keadaan penduduk dan luas wilayah, pendidikan dan kesehatan, 
agama dan budaya, sosial ekonomi, data pegawai kantor Lurah Pasir Sialang, 
lembaga pemberdayaan masyarakat. 
BAB III adalah Tinjauan umum tentang pemeliharaan anak yang 
berisikan, pengertian Hadhanah (pemeliharaan anak), siapa yang berhak 
memelihara anak setelah perceraian, hak dan kewajiban orang tua terhadap 





BAB IV adalah Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Pasal 41 terhadap pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir 
Sialang, yang berisikan, pelaksanaan pemeliharaan anak setelah perceraian, 
apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam pemeliharaan anak, tinjauan 
UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang pemeliharaan anak setelah 
perceraian. 
















GAMBARAN UMUM KELURAHAN PASIR SIALANG 
A. Letak Geografis dan Demografis 
Kelurahan Pasir Sialang merupakan Kelurahan yang paling luas 
wilayah dan jumlah penduduk yang terbanyak di Kecamatan Bangkinang, 
dengan jumlah penduduk 9.978 jiwa dan 2.602 Kepala Keluarga (KK) dan 
beraneka ragam suku budaya yang berkumpul dalam satu wadah masyarakat 
yang harmonis dan cinta damai yang dipimpin oleh seorang Plt lurah yang 
bernama Suryati, SE.  
Plt. Lurah Pasir Sialang dalam mengemban tugasnya dibantu dengan 
lima orang staf dan memiliki Lembaga Kemasyarakatan seperti Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak - Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta Lembaga Kemasyarakatan yang 
menjembatani antara masyarakat dan pemerintah melalui wadah perangkat 
RT dan RW yang terdiri dari 28 RT dan 10 RW. 
Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 unit pemerintahan terendah 
setelah Kecamatan adalah Kelurahan yang merupakan perangkat dari 
Kecamatan. Kelurahan Pasir Sialang merupakan salah satu dari 2 (dua) 
Kelurahan dan 7 (tujuh) desa  yang ada di Kecamatan Bangkinang dengan 
kondisi geografis sebagian dataran rendah dan sebagian berbukit, dengan 












1. Ke gunung (gunung merapi di Sumbar) ±  180  KM 
2. Ke laut (di Kota Dumai) ±  185  KM 
3. Ke sungai (Sungai Kampar) ±  2,5   KM 
4. Ke pinggir hutan (hutan lindung Pasir Silang)  ±  1,5   KM 
5. Ke pasar (Pasar Inpres Bangkinang) ±  4      KM 
6. Ke pelabuhan (Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru) ±  100 KM 
7. Ke bandara (Bandara Sultan Syarif Kasim 
Pekanbaru) 
±  80   KM 
8. Ke terminal (Terminal Bangkinang) ±  2,5  KM 
9. Ke tempat hiburan (Kota Pekanbaru) ±  85   KM 
10. Ke tempat wisata (Bukit Na'ang Pasir Sialang) ±  5     KM 
11. Ke kantor polisi/militer (Polsek/Koramil 
Bangkinang)  
±  3     KM 
12. Ke perbatasan kabupaten (dengan Kabupaten 
Rokan Hulu). 
±  20   KM 
13. Ke perbatasan propinsi  (dengan Sumatera Barat) ±  60   KM 
14 
. 
Ke perbatasan negara (dengan Malaysia) ±  350 KM 
15. Ke stasiun  (tidak ada)  -          KM 










No Batas Berbatasan 
1 Sebelah Utara Dengan Desa Bukit Sembilan Kecamatan 
Bangkinang 
2 Sebelah Timur Dengan Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar 
Utara 
3 Sebalah Selatan Dengan Desa Pulau Lawas Kecamatan 
Bangkinang 
4 Sebelah Barat Dengan Desa Muara Uwai Kecamatan 
Bangkinang 
Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang 
Tabel II.3 
Orbitrase Wilayah  
 
No Orbitrase Jarak 
1 Ke ibu kota Kacamatan 1,5 KM 
2 Ke ibu kota Kabupaten 3 KM 
3 Ke ibu kota Provinsi 80 M 
Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang  
B. Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah   
Kelurahan Pasir Sialang mempunyai penduduk yang heterogen 
dengan masyarakatnya antara lain terdiri dari suku Melayu, suku Jawa dan 
suku Batak dengan luas wilayah 21.991 Ha. Kelurahan Pasir Sialang dibagi 
menjadi tiga lingkungan antara lain sebagai berikut: 
1. Lingkungan Pasir Sialang : 2 RW, 4 RT 
2. Lingkungan Tanjung  : 2 RW, 4 RT 




Untuk mengetahui jumlah masyarakat Kelurahan Pasir Silang 
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar berdasarkan jenis kelamin dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel II.4 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
 
No Jenis Kelamin Jumlah 
1 Laki-Laki 4.850 
2 Perempuan 4.703 
Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang 
C. Pendidikan dan Kesehatan 
Pendidikan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi 
masyarakat guna mengubah perilaku melalui peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan serta merubah sikap kearah yang lebih baik. Kualitas sumber 
daya manusia sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan, dimana 
kualitas pendidikan yang baik tidak akan tercapai apalagi sarana pendidikan 
tidak tersedia dengan cukup.  
Untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat, Kelurahan Pasir 
Sialang mempunyai lembaga pendidikan formal. Adapun sarana pendidikan 
yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten 









Sarana Pendidikan  
 
No Sarana Pendidikan Jumlah 
1 TK 1 Unit 
2 SD 5 Unit 
3 SLTP/Sederajat 2 Unit 
4 SLTA/Sederajat 1 Unit 
5 Pendidikan Agama (PDTA) 4 Unit 
Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang  
Tugas dan fungsi pendidikan berlangsung secara kontinu dan  
berkesinambungan bagaikan spiral yang sambung menyambung dari satu 
jenjang ke jenjang yang lain yang bersifat progresif mengikuti kebutuhan 
manusia dalam bermasyarakat secara luas
22
.  
Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pasir 
Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel  
dibawah ini: 
Tabel II.6 
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Belum dan tidak sekolah 6.714 Orang 
2 Sekolah Dasar 961 Orang 
3 SLTP 837 Orang 
4 SLTA 811 Orang 
5 Perguruan Tinggi  230 Orang 
 Jumlah  9.551 Orang 
Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang 
Pembangunan di bidang kesehatan dimaksud agar seluruh lapisan 
masyarakat mendapat kesempatan pelayanan secara merata, mudah dan 
murah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat karena 
dengan tubuh dan jiwa seseorang dapat memaksimalkan produktivitasnya dan 
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semua itu tidak akan tercapai jika tidak menjaga kesehatan jasmani dan 
rohani.  
Dalam rangka menciptakan kesehatan yang prima bagi masyarakat 
maka pemerintah harus berusaha untuk senantiasa meningkatkan pelayanan 
bagi masyarakat. Untuk terlaksananya pelayanan yang baik, maka diperlukan 
pembangunan sarana kesehatan baik puskesmas, puskesmas pembantu dan 
praktek dokter atau posyandu dan tenaga kesehatan seperti dokter, mantri 
kesehatan/perawat, dan bidan.  
Adapun sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Pasir Sialang 
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:  
Tabel II.7 
Sarana Kesehatan di Kelurahan Pasir Sialang 
 
No Sarana Kesehatan Jumlah 
1 Pusekesmas Pembantu 1 Unit 
2 Posyandu  6 Unit 
Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang 
D. Agama dan Budaya  
Agama merupakan salah satu faktor yang memberikan arah dan 
makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga diakui salah 
satu bahkan satu-satunya sumber nilai, baik nilai moral maupun spiritual yang 
memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar bagi setiap 
jenjang kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.  
Agama juga mampu memberi motivasi hidup dan penghidupan serta 




Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan 
oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi dasar 
kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh.
23
 
Adapun sarana ibadah yang ada di Kelurahan Pasir Sialang 
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut: 
Tabel II.8 
Sarana Ibadah di Kelurahan Pasir Sialang 
 
No Sarana Ibadah Jumlah 
1 Masjid 7 Unit 
2 Musholla  11 Unit 
Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang 
Kebudayaan berasal dari kata Sansakerta Buddyah yang merupakan 
bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi akal. Dengan demikian 
kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi 
akal. Kebudayaan merupakan hasil karya dan cipta masyarakat digunakan 
untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam. Di samping itu 
kebudayaan dapat digunakan untuk mengatur hubungan dan sebagai wadah 
segenap manusia sebagai anggota masyarakat.
24
 
Kelurahan Pasir Sialang merupakan salah satu Kelurahan yang telah 
mengalami berbagai pertukaran dan perubahan, hal ini terjadi karena 
masyarakat yang mendiami wilayah ini juga beraneka ragam suku dan budaya 
dikarenakan adanya program transmigrasi dan juga penduduk pendatang yang 
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datang dari provinsi tetangga yang menyebabkan Kelurahan Pasir Sialang 
kini mengalami kemajemukan suku dan budaya. 
E. Sosial Ekonomi  
Sarana ekonomi sangat dibutuhkan masyarakat guna menunjang 
kelancaran aktivitas ekonomi yang dilakukan. Keberadaan pasar sebagai 
tempat bertemunya produsen dan konsumen sangat membantu memperlancar 
arus barang dan jasa. Karena pasar merupakan tempat bertransaksinya kedua 
belah pihak guna untuk mensepakati terhadap harga dan jumlah barang yang 
dibutuhkan oleh produsen dan konsumen.  
Islam memposisikan bekerja dan berusaha sebagai ibadah dan 
mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan bekerja kita 
tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang 
yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan apabila kita sudah 
berkecukupan dapat memberikan sebagian hasil usaha kita untuk menolong 
orang lain yang memerlukan.
25
  
Penduduk Kelurahan Pasir Sialang mempunyai berbagai jenis 
pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mengetahui 
profesi masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang dapat 
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Jumlah Masyarakat Berdasarkan Profesi 
No Sarana Kesehatan Jumlah 
1 Belum bekerja 4893 Orang 
2 Petani 1937 Orang 
3 Buruh 1123 Orang 
4 Pedagang 348 Orang 
5 Tukang 124 Orang 
6 PNS/ABRI 470 Orang 
7 Wiraswasta 658 Orang 
 Jumlah  9.553 Orang 
Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang 
 
Tabel II.10 









1. PT. Johan 
Sentosa 
Perkebunan 
Kelapa Sawit  
Sei. Jernih RW. 








2. Cv. Wahyu 
Rintiani Abadi  
 












3. PT. Awe (Alas 
Watu Emas) 
Stone Crouser Jl. Bangkinang-
Petapahan RT. 
02/RW.02 Lk. 
Teratak Domo  
Jl. Prof- M. 
Yamin Depan 
Yonif 132 BS 
Salo Timur  



















Hatta No. 103 
Pekanbaru 








7. PT. Palma Inti 
Lestari  
Perkebunan 
Kelapa Sawit  
Sei. Jernih RT. 
02 RW.04 Kel. 
Pasir Sialang 












Teratak Domo  
MEDAN  





Sei. Tanang  
MEDAN 
Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang 
F. Data Pegawai Kantor Lurah Pasir Sialang 
Tabel II. 11 
Data Pegawai Kantor Lurah Pasir Sialang 




1 Suryati, SE Plt. Lurah  Perempuan SI 
2  Sekretaris   
3    Kasi Pemerintahan    













6 Andi Sutrisno Staf Pemerintahan Laki-Laki SLTA/Paket C 
7 Leo Agustiar  Staf Fungsional  Laki-Laki  
8 Melda 
Kurniati 
Staf Fungsional  
Perempuan  SLTA 
9 Fitri Yanti  Honorer Perempuan SLTA 
10 Mukhtar  Penjaga Kantor Laki-Laki SLTA 
Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang 
G. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Tabel II. 12 
Data Pegawai Kantor Lurah Pasir Sialang 
 
No Nama Jabatan 
1 Maryulis Ketua Umum 
2 Muhammad Damsir, SE Ketua I 
3 Nurul Ikhsan,S.Sy Ketua II 
4 Zulheri. SE  Sekretaris 
5 Hj. Asmah Bendahara  
6 Makmur Yusuf. BA Seksi Agama 
7 Ernawati,S,Pd Seksi Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
8 Shadikin  Seksi Kesehatan dan Kessos 
9 Sukardi.SE Seksi Ekonomi dan Koperasi UKM 
10 Badrus Seksi Keamanan, Ketertiban Masyarakat 
Dan Hukum 
11 Bahktiar  Seksi Budaya dan Adat 
12 Aris Abdurrahman Seksi lingkungan hidup dan pelestarian  
13 Zuhriati,S.Pd Seksi Pemberdayaan Perempuan / PKK 









A. Pengertian Hadhanah (pemeliharaan) 
Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: 
Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan atau 
urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan 
buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya.
26
 Hadhanah, menurut bahasa, 
berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu 
waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-
akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga 
“hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan 
pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus 
dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.
27
 
Selanjutnya dalam pendapat lain, hadhanah secara etimologis berarti 
“di samping” atau berada “di bawah ketiak”. Sedangkan secara 
terminologisnya, hadhanah adalah merawat dan mendidik seorang yang 
belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak 
bisa memenuhi keperluannya sendiri.
28
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Pemeliharaan juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua 
mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan 
hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab 
pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah 
anak tersebut bersifat kontinu sempai anak tersebut mencapai batas umur 
yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.
29
 
Menurut Zainuddin Ali, “pemeliharaan anak adalah pemenuhan  
berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi 
berbagai aspek, yaitu pendidikan dan biaya hidup, kesehatan, ketentraman, 
dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam 
diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami 
sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tetutup kemungkinan tanggung jawab 




Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara 
dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
31
 
Para ulama fiqih mendefinisikan: “hadhanah” sebagai tindakan 
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan 
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atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang 
menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan 
merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri 
sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.
32
 
Hadhanah  berbeda  maksudnya  dengan  pendidikan  (tarbiyah).   
Dalam hadhanah,  terkandung pengertian  pemeliharaan  jasmani  dan  rohani  
di samping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, 
yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga anak dan mungkin pula bukan 
dari keluarga anak dan merupakan pekerjaan profesional, sedangkan 
hadhanah di laksanakan dan dilakukan oleh keluarga anak, kecuali jika anak 
tersebut tidak mempunyai keluarga serta bukan profesional, dilakukan oleh 
setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Hadhanah merupakan hak dari 
hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu hak dari pendidik.
33
 
Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat kita pahami bahwa 
hadhanah adalah pemeliharaan, mengasuh serta mendidik anak yang belum 
tamyiz, baik fisik, mental maupun akalnya supaya ia mampu berdiri sendiri 
menghadapi hidup serta memikul tanggung jawab, atau memelihara anak dari 
hal-hal yang dapat membahayakan dirinya, menjaga kesehatan jasmani atau 
rohaninya, menjaga makan dan minumnya serta memberikan pendidikan 
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hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi hidupnya supaya mereka 
menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya.  
B. Yang Berhak Dalam Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian 
Tidak ada satu Nash pun, baik dari Al-Qur‟an maupun Hadist yang 
menerangkan dengan jelas tentang urutan-urutan orang-orang yang berhak 
didalam melaksanakan pemeliharaan anak. Seperti telah disinggung juga 
diatas bahwa kewajiban pemeliharaan anak terletak kepada kedua orang 
tuanya, prinsip ini hanya berlaku dengan baik bilamana kedua orang tua 
dalam perkawinan yang langgeng. Namun bilamana terjadi keretakan dalam 
rumah tangga yang berakibat putusnya tali perkawinan, disinilah mulai timbul 
persoalan. Maka dalam hal ini, pihak manakah yang lebih berhak kepada anak 
itu. Dalam masalah ini ada dua periode bagi anak itu yang coba penulis 
kemukakan: 
1. Periode Sebelum Mumayyiz 
Periode ini dimulai semenjak anak lahir sampai menjelang umur 
tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut lazimnya belum lagi 
mumayyiz artinya belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang 
buruk, mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya.
34
 
Pada periode ini ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak untuk 
melakukan pemeliharaan (hadhanah). Hal ini didasari oleh hadist yang 
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan di shahihkan oleh Hakim serta 
hadist riwayat Ahmad dan Tarmizi yang meng-hasan-kan hadist tersenut. 
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Demikian pula, anak dalam masa tersebut sangat membutuhkan untuk 
hidup bersama ibunya. 
2. Periode Mumayyiz 
Masa mumayyiz ini dimulai sejak anak berusia tujuh atau delapan 
tahun sampai menjelang baliqh berakal. Pada masa ini pada umumnya 
secara sederhana anak telah dapat membedakan mana yang baik dan mana 
yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya. 
Pada periode ini anak telah mulai tumbuh akalnya secara sederhana, oleh 
karena itu ia sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik buat 




Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa pada dasarnya ibu adalah 
orang yang paling berhak melaksanakan pemeliharaan anak, selama tidak 
ada hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai hadhanah (pemeliharaan). 
Dalam masalah hak hadhanah (pemeliharaan) penulis mencoba mengutip 
beberapa pendapat fiqih tentang siapa yang memiliki hak hadhanah 
tersebut. Apakah hadhanah milik wanita (ibu atau yang memeliharanya) 
atau hak anak yang diasuh tersebut. 
Menurut ulama mazhab Maliki dan Hanafi mengasuh, merawat dan 
mendidik anak merupakan hak pengasuh. Sedangkan jumhur ulama 
berpendapat bahwa anak merupakan hak bersama orang tua dan anak. 
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Menurut Wahbah Zuhaily, hak pemeliharaan itu berserikat antara 
ayah, ibu dan anak. Apabila terdapat pertentangan antara ketiganya, maka 
yang diprioritaskan adalah hak anak.
36
 
Ulama fiqih sepakat bahwa ibulah yang paling berhak melaksanakan 
pemeliharaan anak, apabila hubungan perkawinannya putus baik karena 
perceraian ataupun karena wafat, kecuali ibunya itu seorang pezina, 
pencuri dan orang gila, sehingga anak itu tidak terawat dan sering 
ditinggal. Alasan mereka hadist riwayat Abdullah bin Umar yaitu: 
ٌه  ِ إِ ٌه اِْيَشأَةً لَانَْج: َٚا َسُسَٕل ّللاه ا أَ ًَ ُُْٓ ُ َع َٙ ّللاه ِشٔ َسِض ًْ ٍِ َع ِ ْب ٍْ َعْبِذ ّللاه َع
ٌه أَبَاُِ  اِ َٔ اًء،  َٕ ِحْجِش٘ نَُّ ِح َٔ ثَْذِٚٙ نَُّ ِسمَاًء،  َٔ َِٔعاًء،  ٌَ بَْطُِٙ نَُّ  اِْبُِٙ ََْزا َكا
ُِْض َعُّ يِ  َٚ ٌْ أََساَد أَ َٔ َسهى: طَههمَُِٙ  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهٗه ّللاه ، فَمَاَل نََٓا َسُسُٕل ّللاه ُِّٙ
ُِْكِحٙ( سٔاِ أحًذ ٔأبٕ دأد ٔصححّ انحاكى. ِّ َيانَْى حَ َِْج أََحكُّ بِ )أَ
37
 
Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan 
berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah 
yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan 
pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang 
menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah 
Shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda kepadanya: “Engkau 
lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi.” 
(Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan dishahihkan oleh Hakim). 
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Serta ditambah oleh hadist riwayat dari Abu Ayyub yang berbunyi: 




Artinya: “Barang siapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, 
maka Allah akan memisahkan dirinya dari orang yang 
dicintainya pada hari kiamat kelak”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi 
yang meng-hasan-kan hadist tersebut). 
Para ulama Mazhab berpendapat tentang siapakah yang berhak 
pelaksanaan pemeliharaan anak setelah ibu. Menurut Hanafi hak itu secara 
berturut-turut dialihkan kepada ibu ibunya, ibu ayahnya, saudara-saudara 
perempuan kandung, saudara-saudara seayah, anak perempuan dari 
saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara ibu 
dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.
39
 
Menurut Mazhab Syafi‟i hak asuh secara berturut-turut adalah: ibu, 
ibunya (nenek) dan seterusnya hingga keatas syaratnya mereka itu adalah 
pewaris anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, dan seterusnya 
keatas, dengan syarat ia pewaris-pewarisnya pula. Selanjutnya kerabat-
kerabat dari pihak ibunya dan kemudian kerabat-kerabat dari ayahnya.
40
 
Menurut Mazhab Hambali: hak asuh itu berturut-turut berada pada 
ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu ibunya, kakek, ibu ibu dari 
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kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara 




Dalam kitab Fikih Keluarga karangan Syaikh Hasan Ayyub 
menyebutkan orang-orang yang berhak melakukan pemeliharaan baik dari 
pihak laki-laki ataupun pihak perempuan adalah sebagai berikut: 
1. Ibu anak tersebut. 
2. Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas. 
3. Nenek dari pihak ayah. 
4. Saudara kandung perempuan. 
5. Saudara perempuan seibu. 
6. Saudara perempuan seayah. 
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung. 
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah. 
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya. 
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi). 
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi). 
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah. 
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. 
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. 
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. 
16. Bibi yang sekandung dengan ayah. 






17. Bibi yang seibu dengan ayah. 
18. Bibi yang seayah dengan ayah. 
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya. 
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya. 
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya. 
22. Bibinya ayah dari pihak ayah.42 
Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan 
mahram di atas, atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan 
anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahram nya atau 
memilih hubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-
masing dalam persoalan waris. Dan pengasuhan anak itu beralih kepada: 
23. Ayah kandung anak itu. 
24. Kakek dari pihak ayah dan terus keatas. 
25. Saudara laki-laki sekandung. 
26. Saudara laki-laki seayah. 
27. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 
28. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 
29. Paman yang sekandung dengan ayah. 
30. Paman yang seayah dengan ayah. 
31. Pamannya ayah yang sekandung. 
32. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.43  
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Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau 
ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih 
kepada mahram-mahram nya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu: 
33. Ayah ibu (kakek). 
34. Saudara laki-laki seibu. 
35. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu. 
36. Paman yang seibu dengan ayah. 
37. Paman yang sekandung dengan ibu. 
38. Paman yang seayah dengan ibu. 
Selanjutnya jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, 




Dari pendapat yang telah dikemukakan diatas ibulah orang yang 
pertama yang paling berhak melakukan pemeliharaan anak. Hal ini 
disebabkan oleh ibu yang melahirkan, mengasihkan susunya, mengandung 
sampai anak itu lahir, yang menjadikan kasih sayang seorang ibu lebih 
mendalam dari pada kasih sayang seorang ayah. Selain itu ibu mempunyai 
sifat lebih sabar, tekun dalam merawat, membesarkan, mendidik dan 
memelihara anaknya. Sedangkan ayah lebih banyak menghabiskan waktunya 
diluar rumah mencari nafkah. 
 
 






C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian. 
Ajaran Agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan dan 
kesejahteraan keluarga, sebagai unit yang terkecil dari masyarakat. Agar 
keluarga utuh, sehat kuat dan sejahtera serta memperoleh ridha Allah SWT. 
Maka bagi setiap anggotanya digariskan tugas dan tanggung jawab dan 
wewenang secara terperinci. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban 
adalah “Hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seorang suami 
terhadap isteri dan anak-anaknya untuk memenuhi hak dari pihak lain”. 
Sedangkan hak adalah “Sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki 
oleh suami isteri dan anak-anak yang diperoleh dari hasil perkawinan”.
45
 
Al-Quran telah mengakui bahwa antara suami isteri itu ada hak dan 
kewajiban bersama secara timbal balik, hal ini sesuai dengan firman Allah 
SWT. (QS. Al-Baqarah ayat 228) yakni: 
ُ َعِضْٚ  ّللاه َٔ ٍه َدَسَجت   ِٓ نِهشِّ َجاِل َعهَْٛ َٔ ِف  ْٔ ْعُش ًَ ٍه بِاْن ِٓ ْٛ ْ٘ َعهَ ٍه ِيثُْم انهِز نَُٓ َٔ ض  ......
ْٛى .  َحِك
Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf, akan tetapi para suami 
mempunyai suatu tingkatan kelebihan-kelebihan dari pada isteri. 
Dan Allah maha Perkasa lagi maha Bijaksana”.
46
 
Dari firman Allah ini dijelaskan baik suami ataupun isteri masing-
masing telah memiliki kewajiban dan hak secara timbal balik terhadap 
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lainnya sebagaimana juga dijelaskan lagi oleh sabda Rasulullah SAW yaitu: 
نَُِِسا ئِ  َٔ ٌه نَُكْى َعهَٗ ََِسا ئُِكْى َحمًّا  ُكْى َعهَُْٛكْى َحمًّا )سٔاِ انبخاس٘ ٔ ابٍ ياجّ(اَََل أَ  
Artinya: “Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi kalian (suami) itu 
mempunyai hak tertentu atas isteri kalian juga mempunyai hak 
tertentu atas diri kalian”. (H.R Bukhari dan Ibnu Majah).
47
  
Agar kewajiban-kewajiban diatas dapat terlaksana dengan baik, maka 
suami isteri tersebut menegakkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan 
cinta dan kasih sayang. Ketentuan ini berdasarkan kepada firman Allah SWT. 
Surat Ar-Rum ayat 21: 
ا انٛٓا ٔجعم بُٛكى يٕدة ٔيٍ اٚخّ اٌ خهك نكى يٍ اَفسكى اصٔاجا نخسكُٕ
 ٔسحًت اٌ فٙ رانك َلٚج نمٕو ٚخفكشٌٔ.
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih 
dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.
48
   
Bila kita lihat kewajiban ayah terhadap anak-anaknya sangatlah banyak 
sekali yang harus ia penuhi mulai anak itu dari kecil hingga ia dewasa. 
Diantara tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi adalah: 
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1. Menjaga keselamatan anak, dimulai sejak dalam kandungan ibunya anak 
memerlukan perhatian sehingga dapat lahir dengan selamat. 
2. Mendoakan keselamatan anak. 
3. Mengakikahkan pada hari ketujuh dari kelahirannya, disembelihkan 
kambing dan mencukur rambutnya serta memberi nama yang baik. 
4. Menyusukan dan memberikan makanan secara wajar menjelang dewasa 
dimana masanya sudah dapat dilepaskan oleh orang tuanya untuk berdiri 
sendiri. 
5. Memberi kiswah (pakaian) dan tempat tinggal yang layak. 
6. Menghitankan. 
7. Memberi ilmu, baik mengajar secara sendiri maupun memasukkan anak 
ke salah satu lembaga pendidikan. 
8. Mengawinkan jika sudah baligh.49 
Kewajiban orang tua (ayah) terhadap anak-anaknya dapat 
dikembangkan secara lebih luas, kendatipun demikian kewajiban tersebut 
diatas tetap perlu dipenuhi oleh ayah diantara kewajiban yang lainnya: 
1. Memelihara dan mengembangkan kemanusiaan anak. 
Kewajiban pertama dan yang paling utama, ayah selaku orang tua 
ialah memelihara dan mengembangkan kemanusiaan anak. Sebab bila 
kemanusiaan anak itu tidak dipelihara dan tidak dikembangkan 
sebagaimana mestinya, maka menurut ketentuan-ketentuan Allah anak 
                                                             
49
 Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: 




tersebut dapat berubah menjadi bodoh atau daya pikirannya tidak 
dikembangkan.
50
   
2. Memenuhi keinginan Islam terhadap anak. 
Islam mengkhendaki manusia yang memiliki kepribadian yang 
demikian tentu diperlukan pembinaan, sebab manusia itu lahir didunia 




3. Mengarahkan anak agar berguna bagi orang tua. 
Dalam pembahasan selanjutnya dikemukakan arti anak bagi orang 
tua (ayah), sehingga pembahasan ini orang tua harus berusaha 
memberikan pengarahan tentang bagaimana anak itu pandai yang 
tentunya memberikan pengajaran yang baik. 
Adapun arti bagi orang tuanya adalah sebagai rahmat Allah, 
sebagai amanah Allah sebagai penguji iman, sebagai media beramal, 
sebagai bekal diakhirat, sebagai unsur kebahagiaan, sebagai tempat 
bergantung dihari tua, sebagai penyambung cita-cita serta sebagai 
makhluk yang harus dididik.
52
  
Berangkat dari uraian diatas membuktikan bahwa kewajiban orang 
tua (ayah) sebagai kepala keluarga terhadap anaknya sangat luas dan 
mencakup kebutuhan-kebutuhan anak, baik jasmani maupun rohani. 
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Untuk itu ayah sebagai kepala keluarga diwajibkan untuk memberikan 
kebutuhan anak semaksimal mungkin dalam rangka memberikan 
kesejahteraan kepada anak-anaknya seperti makanan, pakaian, 
perumahan, pendidikan serta penunjang kebutuhan jasmani dan rohani. 
Dari ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa sesungguhnya 
kewajiban ayah terhadap anak begitu banyak sekali mulai dari pemberian 
nafkah, pendidikan, pemeliharaan, serta tempat tinggal semuanya itu 
merupakan tanggung jawab ayah selaku pemimpin bagi rumah tangga 
serta anak-anaknya. Perbuatan yang amat dianjurkan dalam Agama Islam 
adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak dengan sebaik-
baiknya. Konsekwensinya orang tua (ayah) haruslah dengan senang hati 
memikul tanggung jawab memelihara dan membesarkan anak itu. Waktu 
masih kecil ayah wajib memenuhi segala macam kebutuhan dan ibu 
merawat sebaik-baiknya.
53
 Kewajiban tersebut tetap mengikat kepada 
orang tua (ayah) selama anaknya masih kecil dan belum mampu 
mencukupi kebutuhannya sendiri. 
Apabila terjadi perceraian Al-Qur‟an menyebutkan tentang 
tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sebagaimana firman 
Allah surah At-Talaq ayat 6, yang berbunyi: 
 ٌْ اِ َٔ ٍه  ِٓ ْٛ ا َعهَ ْٕ ٍه نِخَُضِّٛمُ ُْ ْٔ ََل حَُضا سُّ َٔ ْجِذ ُكْى  ُّٔ  ٍْ ُْٛث َسَكُْخُْى يِّ ٍْ َح ٍه ِي ُْ ْٕ اَْسِكُُ
ٍه  ٍَ نَُكْى فَاَ حُٕ ُْ ٌْ اَْسَضْع ٍه فَاِ هَُٓ ًْ ٍَ َح ٍه َحخٙه ََٚضْع ِٓ َْفِمُٕا َعهَْٛ َ ٍم فَا ًْ ٍه أََُلِث َح ُك
ٌْ حََعا َسْشحُْى فََسخُْش ِضُع نَُّ اُْخَشاٖ. اِ َٔ ْعُشٍٔف  ًَ َُُْٛكْى بِ ُشٔا بَ ًِ حَ
أْ َٔ ٍه  َسُْ ْٕ  اُُج
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal 
dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya, 
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah 
imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
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Ayat diatas menjelaskan bahwa isteri yang di talak hendaklah 
ditempatkan di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini 
disebabkan tempat tinggal adalah sebahagian dari nafkah yang wajib bagi 
suami. Suami hendaknya tidak memberikan kesulitan kepada sang isteri 
dengan menempatkan orang yang tidak mereka senangi tinggal bersama 
mereka. Jika isteri menyusui anak sedangkan mereka dalam keadaan di talak 
bain karena sudah habis masa iddahnya maka mereka harus mendapatkan 
ganjaran yang sepadan. Disini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan 
nafkah bagi anak-anak menjadi tanggung jawab suami (ayah) sedangkan hak 
mengasuh ada pada isteri.
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Tanggung jawab nafkah pada suami tidak hanya sewaktu dia menjadi 
suami yang sah, tetapi suami pun tetap wajib memberikan nafkah kepada 
mereka (anak-anak) bila terjadi perceraian, Al-Qur‟an juga menjelaskan 
masalah nafkah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi: 
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َضاَعتَ  ٌْ ُّٚخِىُّ انشه ٍْ اََساَداَ ًَ ٍِ نِ ْٛ ٍِ َكاِيهَ ْٛ ْٕ نَ ٍه َح ََل َدُْ ْٔ ٍَ اَ ا نِذ ُث ُْٚش ِضْع َٕ ان َٔ
ِف...... ْٔ ْعُش ًَ ٍه بِان َٕ حُُٓ َٔ ِكْس ٍه  ِدنَُّ ِسْصلُُٓ ْٕ نُ ْٕ ًَ َعهَٗ ان َٔ 
Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 




Ayat diatas menjelaskan bahwa kaum ibu baik yang masih berfungsi 
sebagai isteri maupun dalam keadaan tertalak mereka berkewajiban untuk 
menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak boleh lebih 
dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu jika kedua orang tua 
memandang adanya kemaslahatan. Kemudian bagi seorang ayah 
berkewajiban menanggung kebutuhan hidup isteri-isterinya berupa makanan 
dan pakaian agar ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan 
sebaik-baiknya dan menjaganya dari penyakit. Ayat ini secara tegas memberi 
petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu bahwa ia 
berkewajiban menyusukan anaknya dan jika disia-siakan maka ia berdosa 
dihadapan Allah SWT. 
Ayat tersebut secara khusus menyebutkan nafkah pemeliharaan anak, 
dan begitu juga terhadap ayah berkewajiban terhadap perawatan, 
kesejahteraan serta tempat tinggal bagi isteri. Selanjutnya ibu berkewajiban 
menyusukan anak-anaknya serta sedapat mungkin menyempurnakan 
penyusuan anaknya dua tahun.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Setelah mengurai bab-bab sebelumnya diatas yang berdasarkan hasil 
penelitian yang penulis lakukan, maka sampailah penulis pada bab penutup 
yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan permasalahan 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang, pemeliharaan anak 
merupakan tanggung jawab kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. 
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian 
di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang belum seluruhnya sesuai 
dengan apa yang diinginkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak dan ibu 
sama-sama berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan 
untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak 
itu adalah tanggung jawab bapak (ayah). Di kelurahan Pasir Sialang 
Kecamatan Bangkinang biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 
diperlukan oleh anak, hampir seluruhnya ditanggung oleh ibu, sedangkan 
bapak (ayah) seakan-akan melupakan tanggung jawabnya tersebut. 
3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua 




 Suami yang bercerai beranggapan bahwa bila isteri menikah lagi 
dengan laki-laki lain maka kewajiban nafkah itu merupakan 
tanggung jawab suami yang baru. 
 Suami kurang memahami hukum, terutama Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang pemeliharaan anak (biaya). 
 Sulitnya ekonomi, atau rendahnya penghasilan serta kurangnya 
tingkat kesadaran orang tua (ayah) terhadap anak-anak yang telah ia 
tinggalkan terhadap isteri. 
 Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa bapak 
berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anak yang 
ditinggalkannya (setelah bercerai), jadi pada pelaksanaannya bapak 
tidak mau ambil pusing terhadap biaya pemeliharaan anak. 
B. Saran-Saran 
Dari penelitian ini, penulis merekomendasikan pada: 
1. Agar diberikan penerangan yang mendalam kepada masyarakat 
tentang tanggung jawab pemeliharaan anak baik lahiriah maupun 
batiniah. Tanggung jawab ini akan diminta terutama ayah baik di 
dunia maupun di akhirat. 
2. Agar pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya 
setelah perceraian tidak mendapati hambatan maka sebaiknya tingkat 
ekonomi atau penghasilan orang tua kiranya lebih di tingkatkan. 
Orang tua kiranya jangan terlalu jauh bertempat tinggal dari 




3. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat 
terlaksananya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terutama tentang 
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A. Wawancara Dengan Suami 
1. Setelah bercerai bagaimana kondisi hubungan anda dengan anak? 
2. Apakah anda mengetahui kebutuhan anak setelah perceraian? 
3. Menurut anda apakah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan 
anak? 
4. Berapa besar frekuensi anda didalam memberikan uang untuk kebutuhan 
anak? 
5. Pernahkah anda membelikan pakaian secara langsung untuk anak setelah 
perceraian? 
6. Apakah anda mengetahui hasil prestasi belajar anak setelah perceraian? 
7. Apabila anak anda meminta uang kepada anda untuk keperluannya 
bagaimana sikap anda? 
8. Pernahkah anda membawa anak-anak berjalan, bercerita setelah 
perceraian? 











B. Wawancara Dengan Isteri 
1. Setelah bercerai apakah bekas suami anda memberikan nafkah bagi 
anak? 
2. Bila memberi nafkah apakah secara rutin atau tidak? 
3. Apakah nafkah yang diberikan itu berbentuk uang atau barang? 
4. Apakah nafkah yang diberikan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan 
anak? 
5. Bagaimana perhatian suami terhadap pendidikan anak? 
6. Jika ada acara di sekolah yang melibatkan suami apakah bekas suami 
anda datang? 
7. Berapa kali bekas suami anda menjenguk anak dalam sebulan? 
8. Jika anak sakit apa tindakan suami anda? 
9. Bagaimana anda memenuhi kebutuhan anak bila suami tidak 















1. Mengamati keadaan Kelurahan Pasir Sialang. 
2. Mengamati kondisi keluarga yang bercerai. 
3. Mengamati keadaan suami yang bercerai baik pakaian, makanan. 
4. Mengamati kondisi anak yang di tinggalkan bapaknya. 
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